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BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 22TAHUN 2012

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang
penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah:

b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur petunjuk pelaksanaan
mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah
Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1958
MNomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 3984):

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 3851);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189):
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 539, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844):

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah NMomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayarkan oleh Waijib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Barat Nomor 0001);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011  Nomor 19
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomaor 0036);
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20. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

EAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Kabupaten Sumba Barat.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan
logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk
dimanfaatkan.

B. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

9. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan Mineral Bukan Logam
dan Batuan dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur
dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib
pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak,
dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan
subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh
wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, cbyek
pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak

yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak.
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak
yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan
perundan-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, SuratKetetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya

BAB Il
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan usaha
pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan

Logam dan Batuan yang meliputi :
asbes;

batu tulis;

batu setengah permata;

batu kapur;

batu apung;

batu permata;

bentonit;

dolomit:

feldspar;
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garam batu (halite);
grafit;
granit/andesit;

.gips,

kalsit;
kaolin;
leusit;
magnesit;
mika;
marmer;
nitrat;
opsidien,
oker;

. pasir dan kerikil;

pasir kuarsa,
perlit;
phospat;

talk;
. tanah serap (fullers earth);
. tanah diatome;

. tanah liat;
. tawas (alum),
tras,
. yarosif;
. zeolit;
basal;
trakkit, dan
Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Termasuk objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengolahan mineral
bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang
dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:

a.

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak
dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah
tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon penanaman
pipa air/gas; dan

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari
kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
mengambil mineral bukan logam dan batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang
mengambil mineral bukan logam dan batuan.

BAB Il
DASAR PENGENAAN, TARIF
DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil
pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase
hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan
logam dan batuan.



(3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang diatur
dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak = Volume x harga standar x 20%

EAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan atau pengolahan
bahan galian bukan logam dan batuan.

BAB YV
MASA PAJAK, SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 10

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan
batuan.

BAB VI
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 11
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap
serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran lampiran yang
diperlukan.

(3) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk wajib pajak 1 (satu) lembar untuk
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12
(1) Pemungutan Pajak tidak diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak
atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.



(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar
dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis atau
nota perhitungan.

(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan
SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 13

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan jenis pajak yang harus dibayar sendiri oleh
wajib pajak (self assesment).

Pasal 14

(1) Tata cara pemungutan pajak dilakukan sebagai berikut
a. sistem pelaporan;
b. sistem TOL/pemungutan di jalan; dan
c. sistem Wajib Pungut (WAPU).

(2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

a. wajib pajak mengisi SPTPD;

b. wajib pajak membayar sendiri SPTPD yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan
pajak yang terutang ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. berdasarkan SPTPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan
SKPD untuk dilakukan pembayaran pada pemegang kas daerah sesuai peraturan
perundang-undangan;

d. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka Kepala Dinas dapat menetapkan
besarnya pajak yang terutang secara jabatan; dan

e. wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melakukan pembayaran
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d.

(3) Sistem TOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut

a. wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan bahan galian mineral
bukan logam dan batuan dan diberikan bukti pembayaran oleh petugas yang ditunjuk oleh
Kepala dinas;

b. tanda bukti pembayaran disampaikan kepada pembeli atau pengangkut sebagai tanda bukt
pembayaran pajak untuk ditunjukkan kepada petugas pemungut di jalan (sistem TOL);

¢. apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak,
maka pembeli atau pengangkut merupakan waijib pajak dan dipungut pajak pada saat itu,

d. petugas pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti pembayaran
pajak yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai bentuk monitoring; dan

e. tempat pemungutan pajak sistem TOL diatur dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan
perundang-undangan.

(4) Sistem wajib pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, adalah sebagai
berikut :
a. dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten
Sumba Barat;
¢. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak dikenakan
pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB
dari kontrak;
2. berdasarkan kontrak dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mohon ketetapan pajak;
3. rekanan membawa dokumen penagihan pembayaran ke Pemegang Kas Daerah dan
menunjukkan bukti pemotongan pajak;
4. pemegang kas daerah membayar termin/penagihan dikurangi pajak yang harus dibayar
oleh rekanan;
5. potongan pajak dimasukkan ke rekening pajak mineral bukan logam dan bantuan milik
Pemerintah Daerah; dan



6. pembayaran pajak dengan sistem WAPU dilakukan sesuai termin/tagihan yang
ditetapkan dalam kontrak.

Pasal 15

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat
menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar,;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka
waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara
jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 16

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD,
SKPDKE, dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Pasal 17

(1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar,
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis
dan / atau salah hitung; dan
c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat
terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui
STPD.



BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Kepala Dinas atas permchonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 19

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut :

a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke tempat pembayaran yang ditetapkan atau kepada
Bendahara Penerima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan, Bukti
pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran

pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

a. permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan
alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan
penelitian kepada Wajib Pajak;

c. selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;

d. apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, Kepala Dinas tidak
memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan

e. apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau
membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas.

Pasal 21

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang
dibayar oleh Waijib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIl
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas atas suatu
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT,;
d. SKPDLB;
e. SKPDN; dan



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(M

(2)

(3)

(4)

(5)

f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan
yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat,
tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
di luar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang
telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2).
ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau tanda pengiriman
surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 23

Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan cleh Kepala Dinas.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 25

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbitkannya SKFDLE.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda
sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan
Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.
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BAB IX
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 26

(1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan
keringanan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut :

a.

permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan;

berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan
analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;

apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala
Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;

apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas harus
memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penclakannya; dan

keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada
Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.

(3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan
25% (dua puluh lima persen).

BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk
dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Dinas dapat :

a.

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya;

. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau

SKPDLB yang tidak benar;
mengurangkan atau membatalkan STPD;

. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan

tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan

membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut

a.

b.

c.

Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada
Kepala Dinas dengan alasan yang jelas;

berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan
pengkajian dan penelitian;

keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan
atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas;

- paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.

. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala

Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dianggap dikabulkan; dan

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak.
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BAB Xl
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedeluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permochonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 29

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :
a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah
kedaluwarsa;
b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan keputusan
penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan
¢. Kepala Dinas memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa
kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

BAB Xl
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

(1) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

(2} Wajib Pajak yang diperiksa wajib
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
¢c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB Xl
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

(1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku perangkat daerah yang
melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja
tertentu.
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(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan ditugaskan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat
bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkang/di Waikabubak
pada tanggal '7 FPur gﬂ?

()"U! BUPATI|SUMBA/BARAT,

Diundangkan di Waikabubak

M
padatanggal ) 7 Jun: 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2012 NOMOR
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR
TANGGAL 2012
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT SURAT PEMBERITAHUAN LEMBAR
DINAS PENDAPATAN DAN PKD
JIl. Wee Karou No. Telp. (D387)22208 PAJAK DAEARAH { SPTPD ]
WAIKABUBAK PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN
MASA :
LEE R = et [0
A. IDENTITAS WAJIE PAJAK DAERAH
MAMA WAJIB PAJAK -
ALAMAT WAJIB PAJAK
EDDE FOS
B. DATA UMUM WAJIE PAJAK DAEARH
SUPAT N s b i e e s e ARG SE T TISE. S

DAFTAR PENGAMBILAN BAHAN MINERAL BUKAN LOGAN DAN BATUAN

MNAMA MINERAL S NILAI BAHAN
VOLUME | MINERAL BUKAN
HARGA STANDAR
g R0 A o | penGGUNAAN LOGAM DAN
' BATUAN
1
2 . |
3 S |
4 | g =
= JUMLAH B |
Catatan Kode Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
A, Asbes | Feldspar Q. Magnesit ¥ Perlit GG, Yarosil
B, Batu Tulls ) Garam Batu [halite) R Mika z Pospat HH. Zeolit
C.  Batu Setengah Permata K Grafit 5 Marmer Af. Talk I
D Batu Kapur L Granit T Mitrat BB. Tanah Serap
E Batu Apung M.  Gips u Oibsicien €C.  Tanah Diatam
i Batu Permata N. Kalsit W Oker DD, Tanah Liat
G. Bentonit o. Eaulin W Pasir dan Kerikil EE Tawas
H Dolomit P. Leusit ] Pasir Kuaria FF Trass

Fang lical serpiahhae daes SPNED o
Apbila pivaii b hirebral Bk Logam fan Batuan yang dimanlastisn dan ddepor i bebib dan 4 e, Saltar penganislan Bahan Marersd Bukan Dogem San Baluin Sitoal persendes dan sebags: bagun

C. DATA PEMBAYARAN PAJAK DAEARAH

NILAI JUAL BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Rp. . ~ .
[ Kkt Baris jusmlah kolom nilad pual bahan minered bukan logam dan batuan pads posn 8 |
PAJAK DAERAH TERHUTANG Rp.
PAJAK DISETOR MELALUI SSPD BB i,
. PAJAK KURANG/ (LEBIH) SETOR Rp. e

D. DATA PENDUKUNG

D SSPD D Rekapitulasi Pengelolaan |:|

Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan

ben fovda sdang pade dnie poag deseassl

Demikianlah SPTPD ini diisl dengan sebenar- benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran, kami bersed|
dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Diterima oleh Dinas Pendapatan dan Waikabubak, ......ccoeervrenscsnesrinsnsnsnins s, 20 ......
Pengelolaan Keuangan Daearah Waljib Pajak/ Penyetor
Kabupaten Sumba Barat
TANERH, cicicssursinrisomainisasaisnanninnini
Nammid JoI8R = i i sttt et b b e Nama Jelas =i i s sk s
Catstan : diisi dengan hurf CETAK Form DPPKDmmba Barat
Lermbar 1 (putih) - untuk 'Wajitr Pajak
Lermbar 2 (kuning] untuk DFFED

/ BUPATISMBA

R PANDANGO



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR
TANGGAL 2012
2. SKPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT (SKPD) NOMOR :
-J-:,,;""I DINAS PENDAPATAN DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
%, r PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
S JIn Weekarou No. Telp (0387)22208 Masa Pajak
Tahun
MNama
Alamat
NPWFD
Tanggal Jatuh Tempo
NOMOR AYAT JENIS PAJAK JUMLAH
1 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK

DENDA

JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA

DENGAN HURUF

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan BKP

3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlakuy

Waikabubak,..........coooevreeeeviiiieiee )

an. Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Sumba Barat
Kepala Bidang Pendapatn

g

MIP.
Kepada Yth. Ruangan untuk teraan Kas /Register / Tanda tangan /
Direktur Utama Bank NTT/BKP agar menerima Cap BKP/Pejabat BANK :

penyetoran untuk penerimaan Pajak Daerah ke rekening
Kas Daerah Pemerintah Kab, Sumba Barat

AN mupATISoEA Bk AT, (

0

(a' JUBILATE PHETER PANDANGO



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR
TANGGAL 2012
Kepada
Yth, Sdrf i T
é:i:i ...............................................
Waikabubak

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
(SKPDKB)

Nomor T — o Tahun Pajak :

Tanggal diterbitkan : e B Masa Pajak
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran :

1. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 1, 2 dan 3 Peraturan Bupati Sumba Barat Momor ... Tahun 2012 telah
dilakukan penelitian Administrasi/ Pemeriksaan/ Keterangan lain terhadap Wajib Pajak

NPWPD/ NPPD ) O T O N

:;Tna;:ﬂiapb Pajak Kode Pos IJ ] 1 I |
e e (T 1 1]

Jenis Pajak : . . : Kode Jenis Pajak D:]

2. Dari hasil pemeriksaan Administrasi/ Pemeriksaan/ Keterangan lain, Perhitungan Pajak yang masih harus dibayar
sebagai berikut ;

DASAR PENGENAAN PAJAK/ OMZET Rp.

PAJAK TERUTANG Rp.

PAJAK YANG TELAH DIBAYAR Rp

PAJAK KURANG BAYAR Rp.

DENDA MENURUT PASAL Rp.

BUNGA MENURUT PASAL Rp

JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR 51+ P — snusadsimamnnusiiidnasas
Kepala Dinas Pendapatan dan PKD

Perhatian :

1. Pembayaran Pajak harus dilakukan selambat- lambatnya 30 hari setelah tanggal surat ketetapan ini

2. Keterlambatan atas pembayaran ketetapan ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dari jumiah
pajak yang masih harus dibayar.

3. Pembayaran melalui SSPD pada Kas Daerah/ Bank NTT Waikabubak

Nama

Alamat

NPFPD/ NPWPD :
Pajak . Rp.
Tanggal Terima ;
Tanda tangan

J ER PANDANGO



% ' LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR
TANGGAL 2012
Kepada
Yth, Sdrf i
o
Waikabubak
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPDKBT)
Nomor o ) ) Tahun Pajak
Tanggal diterbitkan : o Masa Pajak

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

1. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor
penelitian Administrasi/ Pemeriksaan/ Keterangan lain terhadap Wajib Pajak .

NPWPD/ NPPD - o O i N [ 6

...... Tahun 2012 telah dilakukan

Nama Wajib Pajak : o kesepos [ [ ] T T |
Alamat :

- Nama Usaha : s Kode Pos | I | | [ |

. Alamat :

Jenis Fajak ; Kode Jenis Pajak |:]]

2. Dari hasil pemeriksaan Administrasi/ Pemeriksaan/ Keterangan lain, Perhitungan Pajak yang masih harus dibayar
sebagai berikut :

DASAR PENGENAAN PAJAK/ OMZET Rp.

PAJAK TERUTANG Rp.

PAJAK YANG TELAH DIBAYAR Rp.

PAJAK YANG KURANG BAYAR Rp

TAMBAHAN 100% MENURUT PASAL Rp. "

PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR R saseipiceescnannsiiins sasrasssasssnisnprns

Kepala Dinas Pendapatan dan PKD

' L. cicomminmmiianingpgscsssn pasasas pannnauunsnn )

Perhatian :

1. Pembayaran Pajak harus dilakukan selambat- lambatnya 30 hari setelah tanggal surat ketetapan ini

2. Keterlambatan atas pembayaran ketetapan ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dari jumiah
pajak yang masih harus dibayar.

3. Pembayaran melalui SSPD pada Kas Daerah/ Bank NTT di Waikabubak.

................................................................. ot —----==

TANDA TERIMA SKPDKET
Mama
Alamat
NPFPD/ NPWFD :
Pajak . Rp.
Tanggal Terima '
Tanda Tangan
)
J BUPATI

L
PIETER PANDANGO,
-



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR

TANGGAL 2012

Kepada

| T | R —— :

Waikabubak

(SKPDLE)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

Nomor
Tanggal diterbitkan

Tahun Pajak .
Masa Pajak

A. Berdasarkan Pasal 22 angka (1) huruf d Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor ... . Tahun 2012 telah dilakukan
penelitian Administrasi/ Pemeriksaan/ Keterangan lain terhadap Wajib Pajak :

NPWPD/ NPPD - L O

Nama Waijib Pajak
Alamat

Nama Usaha
Alamat

Jenis Pajak

B. Dari hasil pemeriksaan Administrasi/ Pemeriksaan/ Keterangan lain

o [T 1]
Kiode Jenis Pagak I:D

, Perhitungan Pajak sebagai berikut :

DASAR PENGENAAN PAJAK/ OMZET Rp.
PAJAK TERHUTANG
PAJAK YANG TELAH DIBAYAR

PAJAK YANG LEBIH BAYAR

Rp.
Rp. ; _ {-)

B e e e

Perhatian :

Kepala Dinas Pendapatan dan PKD

1. Pembayaran Pajak harus dilakukan selambat- lambatnya 30 hari setelah tanggal surat ketetapan ini.
2. Keterlambatan atas pembayaran ketetapan ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dari jumiah

pajak yang masih harus dibayar.
3. Pembayaran melalui SSPD dan dilakukan pada Bank NTT.

................................................................ CUl ssmssssmcsccsssssamasmememe s s M a R AR R T S S

TANDA TERIMA SKPDL

Nama

Alamat

NPPD/ NPWPD :
Pajak . Rp.
Tanggal Terima :
Tanda Tangan

B

ER PANDANGO



" LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR
TANGGAL 2012

Kepada
Wrh. SO0 o tisnamisnneiisss s

Waikabubak

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL
(SKPDN)

Nomor : e Tahun Pajak :
Tanggal diterbitkan : o Masa Pajak

A. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Huruf ¢ Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor ........ Tahun 2012 telah dilakukan
penelitian Administrasi/ Pemeriksaan/ Keterangan lain terhadap Wajib Pajak :

NPWPD/ NPPD | I O T O

Nama Wajib Pajak "“"‘°’| | | | [ |
Alamat

O Nama Usaha <A ' Kode Pos I I ’ l

Alamat

Jenis F'ajak A o . . o ._ . . Kode Jenis Pajak D:l

B. Dari hasil pemeriksaan Administrasi/ Pemeriksaan/ Keterangan lain, Perhitungan Pajak sebagai berikut

DASAR PENGENAAN PAJAK/ OMZET Rp.
PAJAK TERHUTANG Rp.
PAJAK YANG TELAH DIBAYAR Rp.
e .l |
PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp. NIHIL

Kepala Dinas Pendapatan dan

[iicocsuiaviiiininsmnanisniss kil p st s -

' Perhatian :

1. Pembayaran Pajak harus dilakukan selambat- lambatnya 30 hari setelah tanggal surat ketetapan ini

2. Keterlambatan atas pembayaran ketetapan ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dari jumiah
pajak yang masih harus dibayar

3. Pembayaran melalui SSPD dan dilakukan pada Bank NTT.

Mama

Alamat

NPPD/ NPWPD ;
Pajak . Rp.
Tanggal Terima :
Tanda Tangan

J IETER PANDANGO



